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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor :   197  / Pdt.  P  /201  9  /PN.  Idm  

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan  Negeri  Indramayu  yang  memeriksa  dan  mengadili

Perkara  perdata  permohonan pada  peradilan  tingkat  pertama  telah

memberikan penetapan atas permohonan pencabutan dari pemohon : 

LISNAWATI,  Jenis  kelamin  perempuan,  tempat/tanggal  lahir

Indramayu,  20  Juni  1994,  bertempat  tinggal  Blok

Sawo RT/RW  011/003 Desa  Singaraja,  Kecamatan

Indramayu, Kabupaten Indramayu. 

  

selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI  tersebut :  

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B

Indramayu, tanggal 26 Nopember 2019 No. 197Pdt.P/2019/PN.Idm. tentang

penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara  perdata

Permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas. :

Menimbang,  bahwa  Pemohon  telah  mengajukan  permohonan,

tertanggal 25 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Indramayu, tertanggal 26 Nopember 2019 dibawah Register Nomor :

197Pdt.P/2019/PN.Idm. ;                                                       

Menimbang,  bahwa  pada  persidangan  hari  :  Selasa,  tanggal    3  

Desember  2019,  Pemohon datang  di persidangan dan  sebelum

pemeriksaan dilanjutkan,  Hakim melakukan pemeriksaan bukti-bukti  surat

yang berkaitan dengan permohonan dimaksud;

 Menimbang,  bahwa  dari  pemeriksaan Hakim mengenai  bukti-bukti

surat yang diajukan Pemohon ternyata maksud dan tujuan Pemohon untuk

merubah  atau  memperbaiki  dokumen/data  yang  tercantum  dalam  Kartu

Keluarga (KK No. 3212150310190002) atas nama NASRUL SANI (suami

Pemohon) tidak terdapat kesesuaian mengenai  tahun kelahiran Pemohon

dengan data/dokumen lainnya, yaitu berupa : Kutipan Akta Kelahiran, Kartu

Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Nikah dan Daftar Nilai Hasil UN, yakni

tanggal/bulan/tahun,  tertera 20 Juni  1994 (sebagaimana tercantum dalam
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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bukti  surat  pembanding  Kartu  Keluarga  (KK  No.  3212150106092852),

sedangkan  dalam  Kartu  Keluarga  (KK  No.  3212150310190002)

tanggal/bulan/tahun, tertera 20 Juni 1987, dimana hal tersebut merujuk pada

data/dokumen paspor yang pernah dibuat oleh Sponsor / Agen PJTKI yang

memberangkatkan Pemohon sebagai TKI ke luar negeri ;

Menimbang,  bahwa oleh karena  adanya ketidaksesuaian data dan

dokumen yang dimiliki Pemohon, dimana data yang tercantum dalam Kartu

Keluarga  (KK  No.  3212150310190002)  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor

Disdukcapil  Kabupaten  Indramayu  tanggal  8  Oktober  2019,  maka

perubahan/perbaikannya  harus  dilakukan  oleh  instansi  yang

menerbitkannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas,

selanjutnya  Pemohon  mengajukan  pencabutan  permohonan  ini.  Oleh

karena itu pemeriksaan/persidangan perkara ini tidak bisa dilanjutkan, maka

biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon ;

Mengingat Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan-Peraturan

Hukum lain yang bersangkutan  ;  

M E N E T A P K A N   :

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  yang  dimohonkan

Pemohon tersebut ;

2. Membebankan  Pemohon  membayar  biaya  perkara sebesar

Rp116.000,00 (Seratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian  ditetapkan  di  Indramayu  pada  hari  Selasa,  tanggal  3

Desember  2019  oleh  MOORIS  MENGAPUL  SIHOMBING,  S.H.,  M.H.,

sebagai Hakim Tunggal, yang mana Penetapan tersebut dibacakan dalam

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut ditas, dibantu

oleh R U S W A N, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Indramayu dan dihadiri oleh Pemohon.- 

   Panitera Pengganti,                                      Hakim Tunggal

        

   

   R U S W A N, S.H.                  MOORIS MENGAPUL SIHOMBING, S.H., M.H. 
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PERINCIAN  BIAYA  :

Pendaftaran Rp.   30.000,-

Pemberkasan / ATK            Rp.   50.000,-

PNBP Panggilan/Pencabutan Rp.   20.000,-

Meterai                                    Rp.     6.000,-

Redaksi                                                         Rp.     10  .000  ,-

Jumlah………………………..……............Rp. 116.000,-  

          (Seratus enam belas ribu rupiah,-)
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